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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan yang tidak sedikit 

di Indonesia pada berbagai bidang. Otonomi daerah merupakan bagian dari agenda 

reformasi. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah 

dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas 

publik atas pengelolaan keuangan daerah (Dewi,2014). 

Dalam penelitiannya, Permadi (2009) menyatakan salah satu tujuan utama 

pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. 

Kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa bidang menjadi kebijakan daerah 

termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.  

 Peraturan perundangan yang berkenaan dengan otonomi daerah dan 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  

2. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

3. Undang Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hal di atas diperkuat dengan ditetapkannya peraturan dalam rangka reformasi 

keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, undang 

undang bidang keuangan negara, yaitu Undang Undang No  17 tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara dan Undang Undang No  1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 



Negara. Peraturan perundang undangan tersebut menyatakan bahwa 

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  negara 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan (Fajar,2010). 

 Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. 

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung 

informasi keuangan yang berkualitas (Roviyantie,2011). Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan, skedul dan informasi tambahan lainnya yang 

berkaitan dengan laporan tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan 

yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan 

adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya.  

 Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 



keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: 

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan  perundang-undangan. 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

6.  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi 

karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan 

keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem 

Akuntansi merupakan salah satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan 



Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana 

pengertian dari Sistem Akuntansi keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur 

mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer.  

 Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban 

yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam 

bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh 

Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun 

Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan 

Keuangan sebaik mungkin. 

 Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah Pusat diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan  No 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi 

dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Maka, ditingkat pemerintah daerah 

sistem akuntansi pemerintahan diatur oleh Peraturan pemerintah No 50 tahun 2005 

mengenai pengelolaan  Keuangan  Daerah dan juga didukung oleh Peraturan 

menteri dalam Negeri No 59 tahun  2007  tentang pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. 

 Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 



mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup 

tertib administrasi dan taat asas. Kualitas laporan keuangan akan terlihat dari opini 

hasil pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK 

adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.  

Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK 

bertugas memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah 

daerah. Auditor (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal melalui laporan keuangan. 

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat  penilaian 

berupa opini dari Badan pemeriksa Keuangan. BPK dapat memberikan 4 macam 

opini yaitu, Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP),  opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi 

opini atau tidak memberi pendapat (Disclaimer). Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah sudah berkualitas. Artinya Laporan Keuangan pemerintah daerah sudah 

memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan 

diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.  

Laporan Keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang 

atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia 



berupa tenaga staf keuangan yang kompeten, mampu melaksanakan proses 

pencatatan akuntansi dan mampu menyusun sesuai format yang berlaku  untuk 

menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan 

entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang 

berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten 

dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang 

pemerintahan (Roviyantie,2011).  

Peraturan pemerintah dan perundang undangan yang telah dikemukakan di 

atas merupakan bukti untuk perbaikan dalam bidang penyajian laporan keuangan. 

Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini 

nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya 

reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat 

dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah belum seperti yang 

diharapakan dengan adanya otonomi daerah. Selain itu, tuntutan untuk 

memperbaiki kinerja pemerintah daerah khususnya pada kualitas laporan keuangan 

perlu dilakukan. Adanya fakta bahwa masih buruknya hasil pemeriksaan laporan 

keuangan pemerintah daerah di sumatera selatan yang dapat terlihat dengan adanya 

opini perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan opini BPK atas 

LKPD Wilayah Sumatera Selatan. Tahun 2009 dari 16 LKPD ada 10 LKPD yang 

mendapat opini WDP termasuk objek penelitian penulis yaitu kabupaten lahat. 

Selanjutnya untuk tahun 2010 mengalami peningkatan ada 1 LKPD yang mendapat 



opini WTP yaitu kota Palembang sedang LKPD lain mendapat opini WDP. 

Meningkat lagi pada tahun 2011, ada 4 LKPD yang mendapat opini WTP yaitu 

Kota Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.  

Hasil audit BPK atas LKPD tahun 2013 di wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan menunjukkan 8 LKPD atau 50 % dari total LKPD memperoleh opini WDP. 

Opini atas LKPD tahun 2013 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan 

tahun 2012 yaitu terdapat 8 LKPD yang memperoleh opini WTP, dibandingkan 

tahun 2012 hanya 5 LKPD. Opini WTP diperoleh oleh kota palembang, kota Lubuk 

Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Banyuasin, 

Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten OKU Timur, sedangkan kabupaten / kota 

lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Ini menunjukkan bahwa 

masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal 

tersebut berdampak pada buruknya penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah.   

Belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa 

Keuangan  menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih 

belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: 

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern 

2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib 

3. Tidak sesuainya  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  dengan 

ketentuan yang berlaku 

4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP. 



5. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan 

6. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan fenomena fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi 

kriteria nilai informasi yang disyaratkan berupa andal yang bebas dari kesalahan 

dan ditinjau dari kualitas staff pelaksananya. Dalam penelitiannya, Rusmanto 

(2013) menyatakan kharakteristik kualitatif laporan keuangan penting karena akan 

berpengaruh terhadap penggunaannya dalam pengambilan keputusan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas 

Bina Marga Provinsi Jawa Barat ) yang dilakukan oleh Permadi (2009). Penelitian 

tersebut mengatakan adanya hubungan dan pengaruh positif antara Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 25,6 %. 

Dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4 %. Dalam penelitian lain yang 

berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas 

Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan hasil penelitian 

memberikan bukti bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kartika, Daniel dan 

Yohanes,2013).  



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas yaitu 

objek penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permadi adalah pegawai negeri sipil 

di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, kemudian objek yang menjadi penelitian 

yang dilakukan oleh Kartika dan Yohanes adalah pegawai negeri sipil Pemerintah 

kota Tual.  Objek penelitian ini adalah pegawai negeri sipil Dinas Kabupaten Lahat. 

Dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti memberikan penambahan 

pada variabel independen berupa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Disamping 

pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Kartika, 

Daniel dan Yohanes,2013), alasan lain menambahkan variabel ini adalah tingkat 

jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabupaten Lahat 

dinilai belum memenuhi standar yang baik, mulai dari banyaknya sumber daya 

manusia yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas dan minimnya sumber daya 

manusia yang profesional dibidangnya. Kita ketahui bersama untuk menciptakan 

laporan keuangan yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia yang 

handal dan profesional dibidang tersebut.  Jika hal ini terwujud artinya 

pemerintahan daerah telah ikut  andil dalam mensukseskan  agenda salah satu dari 

reformasi yaitu menciptakan pemerintahan yang baik. Pemberdayaan aparatur 

pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan 

keuangan. 

Berdasarakan uraian di atas dan didukung dengan fakta fakta yang ada 

penulis ingin meneliti lebih jauh tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi 



Keuangan Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat”.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lahat ? 

2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Lahat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk : 

1. Menghitung seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dengan indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah 

memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan 

transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya 

dan laporan keuangan dilaporkan secara periodik.  

2. Menghitung seberapa besar Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah 

dengan indikator pengetahuan pegawai negeri sipil dalam bidang akuntansi dan 

keaktifan pegawai negeri sipil dalam mengikuti pelatihan penunjang 

kompetensi bidang akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lahat. 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi 

Skripsi ini diharapakan mampu menjadi acuan dalam penulisan berikutnya dengan 

pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah dan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

2. Secara praktis 

a. Pihak Pemerintah  

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Pihak masyarakat  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun 

para stakeholder untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah 

daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja 

pemerintah daerah. 

c. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang 

sektor publik di Indonesia.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 



Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :  

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, 

rancangan penelitian, sumber data, responden, definisi operasional dan pengukuran 

variabel penelitian, dan teknik analisis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang profil responden, 

hasil penelitian dan pembahasan variabel yang diteliti. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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